Pejabat Kena Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi
di Kalimantan Selatan dari Hulu Sungai Utara

Sumber gambar:
https://www.liputan6.com/news/read/4659907/peja_bat—kena—ott-kpk-di—kalimantan-selatan—dari—hulu—
sungal-utara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap sejumlah pihak dalam Operasi
Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Kalimantan Selatan. Adapun pejabat yang
diamankan berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

"Malam tadi ada giat tangkap tangan di Kabupaten HSU," tutur Ketua KPK Firli
Bahuri melalui keterangan tertulis, Kamis (16/9/2021).

Firli belum banyak membeberkan terkait OTT tersebut. Berbagai pihak yang
ditangkap kini tengah diperiksa intensif di Gedung Merah Putih KPK.

"Nanti diberitahukan ke publik," kata Firli.

Sebelumnya, KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kalimantan
Selatan. Hal itu dibenarkan Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Benar, Rabu 15 September 2021 sekitar jam 20.00 malam, tim KPK berhasil
mengamankan beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan, terkait dugaan tindak
pidana korupsi di wilayah Kalimantan Selatan," tutur Ali dalam keterangannya.

Dari informasi yang dihimpun, ada pejabat sekelas kepala dinas di HSU yang
ditangkap. Selain itu, ada pihak swasta yang dijerat.

"Saat ini tim dan pihak yang diamankan dibawa ke Jakarta untuk dilakukan
permintaan keterangan,” jelas dia.
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KPK sendiri memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan sikap dari hasil

pemeriksaan yang masih berlangsung saat ini.
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Pengertian Korupsi

Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa korupsi adalah
tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain,
atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap,
illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi,
nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
a. Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.
200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

. Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atausuatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
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3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
a. Pasal 12B

(1) Setiap gratifikasi’ kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai
berikut:

a) yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih,
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan
oleh penerima gratifikasi;

b) yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut
umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun,
dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang.
a. Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah
bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain
atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena
tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah).

! Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount),
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan
cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar
negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik
(Penjelasan UU Nomor 20 Tahun 2001)

Catatan Berita UIDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/Lela Damaris



